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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANANAM MODAL DAN
PELAYANAN TRERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/061 3/18/KEP/16/2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANANAM MODAL DAN
PELAYANAN TRERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang . a Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan,
setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan
standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
Standar Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang perlu
dilengkapi sesuai dengan komponen standar pelayanan yang
terdapat pada Peraiuran Menteri Pendayaagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magelang.




Mengingat

. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi .Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42},

. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014
tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang
Tahun 2010-2030 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2011 Nomor 5 );

. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan

Polisi Pameng Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2011 Nomor 4;

. Keputusan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magelang.

. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dj

Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2018 Nomor 21).




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGELANG
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
MAGELANG
Standar Pelayanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.
Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
meliputi Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan perizinan dan
non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Magelang dan Masyarakat Pengguna
pelayanan
Apabila dalam pelaksanaannyz terdapat kesalahan dan / atau
kekurangan, Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU dapat diperbaiki (dirgvisi).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di . Kota mungkid
Pada tanggal: 2 Januari 2019
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